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PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Kwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Hakim  telah  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sumarno  Bumulo  bin  Haryono  Bumulo,  tempat  dan  tanggal  lahir

Manado,  12  Maret  1997,  agama  Islam,

pekerjaan  Nelayan,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman  di  Dusun  Baruga,  Desa  Malambe,

Kecamatan  Ponelo  Kepulauan,  sebagai

Pemohon I;

Henderwati  Yakob  Binti  Maksi  Yakob,  tempat  dan  tanggal  lahir

Mohong  sawang,  25  Oktober  1999,  agama

Protestan,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Dusun

Baruga,  Desa  Malambe,  Kecamatan  Ponelo

Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03

Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada

tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Kwd,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada 07 Desember 2021 Pemohon I menikah dengan Pemohon II,

yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I,  di  Desa Ayula Selatan,
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Kecamatan Tapa,  Kabupaten  Bone  Bolango, dengan  wali  nikah  Kakak

Kandung Pemohon II  Bapak  Ferdi  Yakob dan  yang menikahkan imam

Bapak  Tamrin  Pakaya  dan  adapun  yang  menjadi  saksi  adalah Bapak

Haryono Bumulo  dan Bapak  Sofyan Bumulo dengan maskawin berupa

seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

2.Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam

usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun ;

3.Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat

tinggal di rumah pemohon II sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang

bernama  Najira  Safira  Bumulo,tempat  tanggal  lahir  Tahuna  26  Januari

2022 sekarang berusia 1 tahun 3 bulan ;

5.Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon  II tetap beragama Islam;

6.Bahwa  selama  pernikahan,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  pernah

menerima  Buku  Nikah  dari  KUA  Kecamatan Tapa,  Kabupaten  Bone

Bolango,  karena pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II tidak  dicatat di

KUA  tersebut,   Oleh  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan  Penetapan  Pengesahan  Nikah  dari  Pengadilan  Agama

Kwandang, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan administrasi

kependudukan;

7.Bahwa Pemohon sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sumarno

Bumulo Bin Haryono Bumulo) dengan Pemohon II  (Henderwati Yakob

Binti  Maksi  Yakob) yang  dilangsungkan  pada  07  Desember  2021 di

Kecamatan  Tapa,  Kabupaten  Gorontalo  Bone  Bolango  untuk  dicatatkan

pada KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang

sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan,  para  Pemohon  tidak

hadir  di  persidangan,  meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut,  dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Itsbat  Nikah  para  Pemohon  telah

diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

tidak  ada  pihak yang  mengajukan  keberatan atas  permohonan  Itsbat  Nikah

tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang,  bahwa permohonan  isbat  nikah  para  Pemohon tentang

pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya

menurut  ketentuan  Pasal  49  Ayat  (2)  butir  22  Penjelasan  Umum  Undang-

Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  tidak  dibenarkan,
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namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat

diperlukan  untuk  kepentingan  mengurus  Akta  Nikah  diperlukan  penetapan

pengesahan  nikah,  maka  demi  kemaslahatan  dan  dengan  merujuk  kepada

ketentuan hukum Islam Pasal  7 Ayat (2) dan (3) butir  (d) dan (e) Kompilasi

Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima

dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa para  Pemohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut, namun tidak hadir di persidangan,  dan tidak ternyata ketidakhadirannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  tidak  hadir  di

persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

sedangkan  perkara  ini  hanya  disidangkan  dalam  pelayanan  sidang  Isbath

Terpadu  dengan  satu  kali  sidang,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  para

Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam

mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai

pihak  yang  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  mengajukan  perkara,  maka

Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon tersebut  harus

dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  dengan  digugurkannya  permohonan  para

Pemohon,  maka  para  Pemohon dianggap  tidak  pernah  mengajukan

perkaranya,  dengan  demikian  para  Pemohon masih  berhak  mengajukannya

kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di  rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

maka seluruh biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan kepada para

Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN: 

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  pada  hari Senin,  tanggal  29  Mei

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Arsha

Nurul  Huda, S.H.,  M.H. sebagai  Hakim  pada Pengadilan Agama Kwandang,

penetapan  mana diucapkan pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti, 

ttd.

Risna Baruadi, S.H.I.

Hakim,

ttd.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 60.000,00

-  Panggilan : Rp 370.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Sumpah : Rp ,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).
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